
 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perbandingan antara 

audit yang dilakukan oleh auditor KAP dan audit yang dilakukan oleh auditor BPK, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Proses kerja antara auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan auditor Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki beberapa perbedaan, diantaranya BPK tidak 

melalui proses penerimaan klien, namun menentukan sendiri objek pemeriksaan. 

Proses perencanaan di KAP dilakukan oleh level senior sampai dengan partner in-

charge, sedangkan proses perencanaan di BPK dilakukan oleh level ketua tim sampai 

dengan penanggung jawab. 

2. Audit yang dilakukan oleh auditor KAP mengacu kepada Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP) yang merupakan hasil adopsi dari International Standards of Auditing 

(ISA). Sedangkan audit yang dilakukan oleh auditor BPK mengacu kepada Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). BPK dalam menyusun SPKN menggunakan 

referensi International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI). Khusus untuk 

pemeriksaan keuangan ISSAI mengadopsi keseluruhan ISA. Namun walaupun SPAP dan 

SPKN merupakan hasil pengadopsian dari ISA yang menggunakan pendekatan 

principle-based SPAP lebih merinci standar ke dalam bentuk langkah-langkah konkret. 

3. Pada KAP apabila terdapat temuan kesalahan material, maka auditor akan meminta 

klien untuk memperbaiki kesalahan yang material tersebut. Jika tidak dilakukan 

perbaikan maka akan mempengaruhi opini audit yang dikeluarkan auditor. Sedangkan 

pada BPK, temuan dinyatakan pada laporan hasil pemeriksaan, dan auditor akan 

memberikan rekomendasi kepada entitas. Rekomendasi ini akan ditinjau 

pelaksanaannya dalam satu semester. Jika temuan berupa fraud maka pemeriksa akan 

menyatakan fraud tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan, lalu melaporkannya 

kepada pihak berwenang. Apabila laporan diabaikan dalam 60 hari maka BPK akan 

melaporkan kepada aparat penegak hukum. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diberikan beberapa saran kepada: 
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1. Badan Pemeriksa Keuangan 

a. Melakukan pemeriksaan atas entitas yang memiliki nilai tidak terlalu besar 

 secara bergilir, sehingga menutup celah risiko sampling dan tidak 

 menemukan kesalahan yang bisa saja berupa fraud. 

b.  Menambah jumlah joint-audit dengan KAP untuk mengatasi kekurangan sumber 

daya manusia. 

 

2. Auditee 

Meminimalisir salah saji yang disebabkan oleh error, dengan melakukan 

perhitungan ulang atas akun operating expense.
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